
1. Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat IITapin dan Daerah Tingkat IITabalong Dengan
Mengubab Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
ten tang Pem'bentukan Daerab Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-UndangNomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telab diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2020
tentang Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
ten tang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

11. Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tabun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tabun
2017 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerab
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tabun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tabun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor 02 Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2018 Nomor 02);
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2. 8elanja:
a. Belanja Tidak Langsung:

1. Belanja Pegawai Rp.505.997.122.300,00
2. Belanja Bunga Rp. 2.262.500.000,00
3. Belanja Hibah Rp. 45.099.490.000,00
4. Belanja Bantuan Rp. 20.894.601.000,00

Sosial

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
terdiri atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Rp. 188.978.573.000,00

Daerah
b. Dana Perimbangan Rp. 946.602.282.332,00
c. Lain-lain

Pendapatan yang Rp.359.268.687.107,04
sah

Jumlah Pendapatan Rp.l.494.849.542.439,04

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN
ANGGARAN2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
8elanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 06);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 ten tang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 27);
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasa14

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasa13

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Rp.O,OOSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)

Rp. 154.472.577.252,68

Rp. 164.472.577.252,68
Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

(Rp. 154.472.577.252,68)Surplus I (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah :

Rp.l.649.322.119.691,72

Rp. 749.384.144.672,22
Rp.296.625.673.586,10

Rp. 97.433.550.765,20
Rp.355.324.920.320,92

b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumlah Belanja
Langsung

Jumlah Belanja

Rp.899.937.975.019,50

5. Belanja Bagi Rp. 8.340.000.000,00
Hasil

6. Belanja Bantuan Rp. 190.183.693.778,00
Keuangan

7. Belanja Tidak Rp.127.160.567.941,50
Terduga

Jumlah Belanja Tidak
Langsung
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR ~O

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2-'5' 9<rf*-",>!>(J)- 6l(}..0

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 2.8 <;it~.J~~ ~C>

~ BUPATI TABALONG, .x
ted

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
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